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ABSTRAK

Tesis ini ingin menjawab dua pertanyaan utama: 1) Mengapa wacana
positivisasi hukum Islam di Aceh pascakonflik bertahan? 2) Bagaimana
keterlibatan kelompok etnonasionalis dalam wacana positivisasi hukum
Islam di Aceh Pascakonflik? Pertanyaan pertama mengenai positivisasi
hukum Islam dilihat dengan “model segitiga” (triangular model) yang
dipinjam dari Leon Busken. Sedangkan pertanyaan kedua mengenai
pengaruh etnonasionalisme menggunakan kacamata politik hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan
pendekatan sosio-legal-historis serta contents analysis sebagai dimensi
analisa. Sedangkan dilihat dari objek kajian dan orientasi yang hendak
dicapai, penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan teknik
wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk memperkuat data yang ada,
penelitian ini diimbangi dengan studi pustaka yang memadai, dengan
mengandalkan data-data dari buku, jurnal, arsip, dokumen peraturan daerah,
dan berita.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa wacana positivisasi hukum
Islam di Aceh pascakonflik bertahan karena kuatnya artikulasi antara tiga
domain utama, yakni syariah, hukum negara, serta adat istiadat. Hubungan
antara tiga domain tersebut menegaskan bahwa eksistensi syariat Islam di
Aceh tidak terjadi secara monoton. Dalam perkembangannya, pengaruh
utama yang menyebabkan syariat Islam di Aceh tetap eksis dan menjadi
begitu kuat disebabkan oleh faktor politik yang memberikan kekhususan
kepada Provinsi Aceh, -selain juga karena latar sejarah yang panjang terkait
syariat Islam-. Faktor politik tersebut kemudian terwujud menjadi aspek
yuridis yakni Undang-Undang Pemerintah Aceh yang mengatur serta sebagai
dasar dalam proses legislasi dan penerapan syariat Islam. Kajian ini
menunjukkan bahwa keberagaman faktor yang memperkuat wacana
positivisasi hukum Islam di Aceh pascakonflik memiliki signifikansi antara
domain juga sejatinya memperkuat eksistensi hukum Islam di Aceh.
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa syariat Islam tidak lahir dari proses
legislasi saja sebagai sebuah given, namun lebih bersifat perjuangan yang
selalu berkait kelindan dengan situasi politik lokal vis a vis politik nasional.

Selanjutnya keterlibatan kelompok etnonasionalis dalam wacana
positivisasi hukum Islam di Aceh pascakonflik dapat dilacak dari
transformasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ke dalam birokrasi
pemerintahan baik dalam domain eksekutif maupun legislatif. Transformasi
ini berimplikasi pada banyak hal, pada wilayah legislatif misalnya terjadi
upaya negosiasi melalui corak yuridis dengan memanfaatkan kekhususan
Aceh yang melekat pada Undang-Undang Pemerintah Aceh, yang salah satu
poin utamanya memuat materi penegakan syariat Islam.

Kata kunci: Positivisasi Hukum Islam, Etnonasionalisme, Aceh
Pascakonflik.



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nyak Fadlullah, S.H.
NIM : 16203010014

Program Studi  : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari’ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil
penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya
dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri
atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Juli 2019

Saya yang menyatakan,

o

‘all l(@lunah, S.H.

M:16203010014

il



(5:! ;}’:3 KEMENTERIAN AGAMA
:l::\;z} UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
Di rJ FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

JI. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281
PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-355/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul :ETNONASIONALISME DAN POSITIVISAST HUKUM ISLAM DI ACEH PASCA
KONFLIK.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NYAK FADLULLAH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa 1 16203010014

Telah diujikan pada : Kamis, 15 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir :A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

<
i >
Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji IT

Prof. Dr. H. Kamsi. M.A.
NIP. 19570207 198703 1 003

h. Najib, S.Ag., M.Ag.
,. ‘l\gﬂ@ J1o, o &
SLUNIPET9710430 199503 1001

1/1 15/08/2019



NOTA DINAS PEMBIMBING

KepadaYth.,

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu ‘alaikum wr. wh.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang

berjudul:
ETNONASIONALISME DAN POSITIVISASI
HUKUM ISLAM DI ACEH PASCAKONFLIK
Nama : Nyak Fadlullah, S.H.
NIM : 16203010014
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program
Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister

Hukum Islam.

Wassalamu ‘alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 5 Agustus 2019
Pembimbing
\ n
- 2

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1002




PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB -LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan

Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan RI

0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Nomor158/1987 dan

HurufArab, Nama Huruf Latin Keterangan

\ alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

- ba’ B Be

o ta’ T Te

< sa’ S es (dengan titik di atas)
z jim Je

c ha h ha (dengan titik di bawah)
e kha Kh ka dan ha

5 dal D De

5 7al Z zet (dengan titik di atas)
) ra’ R Er

3 zai Z Zet

o sin S Es

o syin Sy es dan ye
P sad $ es (dengan titik di bawah)
P dad d de (dengan titik dibawah)
b ta’ t te (dengan titik dibawah)
L za’ z zet (dengan titik dibawah)
¢ ‘ain ‘ koma terbalik di atas

¢ gain Ge

b fa’ F Ef

Vi




3 gaf Q Qi

4 kaf K Ka

J lam L El

; mim M Em

N nun N En
wawu W We

2 ha’ H Ha

s hamzah ‘ Apostrof

< ya’ Y Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

Cphinss Ditulis muta’aqqidin
se Ditulis ‘iddah
C. Ta’ Marbutah
1. Bila dimatikan ditulis h
i Ditulis Hibbah
L Ditulis Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang
sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan
sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu
terpisah, maka ditulis dengan h.

;L:inﬁﬂ ?u\Jf

Ditulis karamahal-auliya’

vii




3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan

dammabh ditulis t.

)l 3\S5
S ditulis zakatulfitri
D. Vokal Pendek
— Kasrah ditulis |
- Fathah ditulis A
Z dammah ditulis U
E. Vokal Panjang
fathah + alif ditulis A
fathah + ya’ mati ditulis A
P ditulis yas’a
kasrah + ya’ mati ditulis I
-3 ditulis Karim
dammah + wawu mati ditulis C
JP9R ditulis furiid
F. Vokal Rangkap
fathah + ya’ mati ditulis ai
o ditulis bainakum
fathah + wawu mati ditulis au
Js ditulis qaulum
G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan
dengan Apostrof

s

(’:‘j“

viii

ditulis

a'antum




&

ol ditulis ulidat

s A ditulis la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam
1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

ol &) ditulis
ALl ditulis

al-Qur’an

al-Qiyas

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf
syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el)-

nya.

¢ laccd) ditulis as-Sama’
i) ditulis asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

23 $93 ditulis zaw1 al-furad
il e ditulis

ahl as-sunnah




HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk keluarga tercinta. Kepada Ibunda
Drs. Aisyah A. Jalil dan Ayahanda Samsuddin Nyak Cut, serta adik-
beradik; Nyak Muhammad Al Fattah, Nyak Muhammad Hakimi, dan
Ratu Iklima. Terima kasih atas setiap pengorbanan dan untaian doa yang

selalu dipanjatkan.



Setiap hari Afrika mengawali pagi, seekor rusa bangun. la tahu bahwa ia
harus berlari lebih cepat dari seekor singa yang tercepat, atau ia akan
terbunuh. Setiap pagi seekor singa juga bangun dan tahu bahwa ia harus
mencari rusa yang paling lambat, atau ia akan mati kelaparan. Tidak masalah
apakah engkau adalah seekor singa atau seekor rusa; ketika matahari terbit,

lebih baik kau mulai berlari.

(Puisi Tradisional Afrika)

Xi



KATA PENGANTAR

o) o) A -~
e lly el Y13 sl o Sy dally ) oy b ud
(an bl ) el ale?ly Il fey 02

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. karena
penulisan tesis yang berjudul: “Etnonasionalisme dan Positivisasi Hukum
Islam di Aceh Pascakonflik” dapat terselesaikan dengan baik. Atas rida dan
pertolongan-Nya pula penulisan tesis ini berjalan dengan lancar. Dengan
selesainya tesis ini tiada kata yang lebih mulia dan agung selain ucapan
alhamdulillahi rabbil’alamin. Shalawat serta salam senantiasa penulis
haturkan pada baginda Nabi Muhammad saw. sebagai utusan Tuhan yang
senantiasa menjadi suri tauladan, selain juga sebagai pembebas umat
manusia dari kungkungan kebodohan dengan spirit ilmu pengetahuan.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan
pada bidang studi Magister Hukum Islam dengan konsentrasi Hukum Tata
Negara, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga. Terima kasih penulis sampaikan kepada banyak pihak yang telah

memberi kontribusi, baik dalam bentuk materil maupun moril, yaitu:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. H. Agus Moh. M. Najib, M.Ag.
selaku Dekan Fakultas Syariah, Dr. H. Ahmad Bahiej, SH. M.Hum.
selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam dan seluruh
sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga. Terima kasih atas suasana
akademik yang kondusif selama proses studi dan penulisan tesis ini.
Penulis mengucapkan alhamdulillah karena telah mendapatkan

suasana yang sedemikian rupa menyenangkan.

xii



2. Seluruh Dosen Program Studi Magister Hukum Islam yang telah
bersedia memberikan curahan ilmu pengetahuan serta memberikan
gagasan-gagasan berharga bagi penulis, khususnya: Prof. Dr. H.
Kamsi, MA., Dr. H. Hamim llyas, M.Ag., Dr. Moh. Tomtowi,
M.Ag., Dr. H. M. Nur, M.Ag., Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag., Dr. Hj.
Siti Fatimah, SH, M.Hum., dan Dr. H. Ahmad Bahiej, SH. M.Hum.
Tentunya segala interaksi dalam bentuk diskusi sangat bermanfaat
bagi pengembangan wawasan akademik penulis.

3. Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah
meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, memberikan
banyak masukan dan kritikan dengan baik dan teliti.

4. lbunda penulis, Drs. Aisyah A. Jalil, yang dengan sabar menunggu
penulis menyelesaikan studi ini. Setiap saat tiada henti mendoakan,
mengingatkan, mendidik, memotivasi, dan mendengarkan penulis.
Berkat doa beliau juga, Allah mudahkan jalan serta urusan penulis
selama menyelesaikan studi. Terima kasih Ummi, guru dan
perempuan terhebat dalam hidup. Semoga lelahnya senantiasa
bernilai ibadah, selalu dalam lindungan dan ampunan Allah swt. serta
diberikan keselamatan dunia akhirat.

5. Ayahanda penulis, Samsuddin Nyak Cut, yang dengan sabar
menunggu penulis menyelesaikan studi ini. Setiap saat tiada henti
mendoakan, mengingatkan, dan memotivasi penulis selama
menyelesaikan studi. Terima kasih Abu, yang selalu menjadikan
keluarga dan anak-anaknya sebagai tumpuan kehidupan. Semoga
lelahnya senantiasa bernilai ibadah, selalu dalam lindungan dan

ampunan Allah swt. serta diberikan keselamatan dunia akhirat.

Xiii



6. Adik-adik penulis, Nyak Muhammad Al Fattah, Nyak Muhammad
Hakimi, dan Ratu Iglima, yang selalu mendoakan penulis dalam
menyelesaikan studi ini.

7. Teman-teman penulis di Hukum Islam angkatan 2017 semester
genap; Heri Maslijar, Misbahul Huda, Hendri Saleh, Nur Igbal
Mahfud, Zainuddin, Kamran, dan Syahrul Siddiq, hasil diskusi dan
interaksi dari teman-teman sangat membantu menambah wawasan
penulis. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman di
Forum Mahasiswa Magister Hukum Islam (FORMASTER): Tole,
Imam, Shena, Cindy, Aleq, Dolah, Inneke, Syauqi, Syahrul, dan
Syauqi, atas kehangatan pertemanan dan inspirasinya selama proses
penyelesaian studi, penulis ucapkan terima kasih.

8. Sahabat penulis dari UIN Ar-Raniry, para senior: Zahlul Pasha,
Khairil Akbar, Muhammad Ridwansyah, juga teman-teman
seperjuangan lainnya, Imran Zulfitri, Irhamdi Nasda, Khairul Fahmi,
Jalaluddin, Ibrahim, Uswatun Hasanah, Fitria Andriani, Raudhatul
Hayyah, Meri Handani, Aris Munandar dan Ayu Munira. Diskusi-
diskusi bersama mereka sangat mencerahkan, saran dan nasehat yang
sering diberikan juga sangat membantu penulis selama berada di
Yogyakarta.

9. Guru-guru penulis di UIN Ar-Raniry, Dr. Muhammad Maulana,
M.Ag., Amrullah, SHI., LLM, Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad
Ph.D., Ihdi Karim Makinara M.H, Dedi Sumardy M. Ag., Safira
Mustagillah. M.Ag., dan Hasnul Arifin Melayu, M.A, arahan dan
kesediaan berbagi pengalaman dari mereka menuntun penulis sampai
pada titik ini, atas kemurahan hati tersebut penulis ucapkan banyak

terima kasih.

Xiv



Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh
dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat
penulis harapkan untuk penulisan karya ilmiah lainnya yang lebih baik lagi.
Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan,
khususnya dalam pengembangan studi hukum Islam. Apabila sepanjang
pembacaan terhadap tesis ini ditemukan akurasi ilmiah dan nilai positif, itu
tidak lain karena kontribusi pikiran-pikiran cerdas dari nama-nama yang
telah penulis sebutkan diatas, namun bila ditemukan kekeliruan dan
kesalahan-kesalahan, maka itu semata karena ketidaktelitian dan kebebalan

penulis.

Yogyakarta, 22 Juli 2019

Penulis,

Nyak Fadlullah, S.H.
NIM:16203010014

XV



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...ttt i
ABSTRAK ..ottt ne s ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME ................. i
HALAMAN PENGESAHAN........cotiiiiiiieiee e WY
NOTA DINAS PEMBIMBING .......coooiiiiii e Y
PEDOMAN TRANSLITERASI ..ottt Vi
HALAMAN PERSEMBAHAN ..ot X
IMIOTTO et esr e ne e Xi
KATA PENGANTAR ..ottt snaa e nnae e nee e X1l
DAFTAR ISLcioiie sttt XVi
DAFTAR SINGKATAN ...ttt XIX
DAFTAR TABEL ...ooiiii ettt XX
DAFTAR GAMBAR.... .ottt XXI
DAFTAR LAMPIRAN ..ottt XXii
BAB | : PENDAHULUAN ... 1
A. Latar Belakang Masalah............ccccciiiiiiiinnic, 1
B. Rumusan Masalah .............ccouiiiiiiiniiien e 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ...........cccoveiieniiiinnicinenn, 6
D. Kajian PUSKALA.....ccceviiirieiiinitiieiieiieieee sttt 7
E. Kerangka TeOM .....ccivveiieiieiieeie e, 11
F. Metode Penelitian.........ccoooviiiiiiiiiii e 15
G. Sistematika Pembahasan ..........cccccceeviiveieiie e 18

BAB Il : TRAYEK SEJARAH POSITIVISASI HUKUM ISLAM Dl

INDONESIA ... 21
A. Islam Awal dan Penerapan Hukum Islam di Nusantara........... 21
B. Kolonialisme dan Hukum Islam..........ccccoooeiiiiiiniincen 24

XVi



C. Masa Kemerdekaan: Diskursus Relasi Agama (Islam) dan
(=0 U PP UP PP 32
Rezim Orde Lama dan Hukum Islam............cccoovvviiinns v 35

E. Rezim Orde Baru dan Hukum Islam ..........ccccoooeviveninininnnnnn, 37
Reformasi, Demokratisasi dan Maraknya Perda Syariah di
Beberapa Daerah ..........cccccvoveiieiiiic s 42

BAB Ill: POSITIVISASI HUKUM ISLAM DI ACEH

PASCAKONFLIK ... .ottt 49

A. Syariat Islam di Aceh (Sharia’) ..., 51
1. Sejarah Positivisasi Hukum Islam di Aceh: Legitimasi

HISTOTIS vt 51

2. Perkembangan Syariat Islam di Aceh Pascakonflik:
Kontestasi Perebutan Identitas dan Transformasi sosial .... 56

B. Hukum Negara (State Law).........ccccveverieieeiiiiieiee e, 61
1. Determinansi Otonomi Khusus: Legitimasi Yuridis............ 61
2. Islamisasi Birokrasi sebagai Implikasi ............cc.ccoovvvennnnee. 70
C. Adat Setempat (Local CUStOM) .......c.ccovervirierreireieceeseeie e 79
1. Kehidupan Sosial Masyarakat Aceh...........c.ccoevviieivenncnne. 79
2. Posisi Adat dalam Hukum Islam di Aceh: Legitimasi
KUIUIAL ... e 80
BAB IV: POSITIVISASI HUKUM ISLAM DAN
PERSINGGUNGANNYA DENGAN ETNONASIONALISME
DIEACEH ...t
A. Melacak Diskursus EtnonasionalisSme...........c.ccocovvvvvrinniieinnnnn, 82
1. Akar Etnonasionalisme di Aceh.........cccoocvvieviveivicinee 86
2. Etnonasionalisme Mutakhir: Refleksi di Masa Transisi...... 88

XVii



B. Positivisasi Hukum Islam dan Tanggapan Kelompok
EtNONaSioNaliS ........cccuvviiiiiie e 92

1. Politik Hukum Islam di Aceh Pascakonflik: Respon Partai

LOKAL ..o s 93
2. Positivisasi Hukum Jinayat: Reaksi antar Varian dalam

Lembaga Legislatif ACeN........ccccevieiviiiieceeeeet e 97

BAB V I PENUTUP ...ttt 101
A KESIMPUIAN. ... 101

B SArAN ... 102
DAFTAR PUSTAKA ..ottt 103
LAMPIRAN-LAMPIRAN ..ottt 122

xviii



BPUPKI
BRA
BRR
DOM
DPRA
DPR-GR
DI/NII
DSI
GAM
GBHN
HAM
IS

KHI
LPTQ
MPR
MOU
NAD
PA
PPP
PKS
PNA
PPKI
MUI
MPU
Ragan
RI

RR
RUU
Swit.
Saw.
uu
uubD
UUPA
VOC
OJM
WH

DAFTAR SINGKATAN

: Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
: Badan Reintegrasi Aceh

: Badan Rekontruksi dan Rekonsiliasi

: Daerah Operasi Militer

: Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

: Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
: Darul Islam/Negara Islam Indonesia

: Dinas Syariat Islam

: Gerakan Aceh Merdeka

: Garis-Garis Besar Haluan Negara

: Hak Asasi Manusia

- Indische Staatsregeling

: Kompilasi Hukum Islam

: Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an
: Majelis Permusyawaran Rakyat

: Memorendum of Understanding

: Nanggroe Aceh Darussalam

: Partai Aceh

- Partai Persatuan Pembangunan

: Partai Keadilan Sejahtera

: Partai Nasional Aceh

- Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
: Majelis Ulama Indonesia

: Majelis Permusyawaratan Ulama

: Rancangan Qanun

: Republik Indonesia

: Regeeringsreglement

: Rancangan Undang-Undang

. Subhanahuwata’ala

- Shallallahu’alaihiwasallam

- Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar

: Undang-Undang Partai Aceh

- Vereenigde Oost-Indische Compagnie

: Operasi Jaring Merah

- Wilayatul Hisbah

Xix



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Perda dan Peraturan Bernuansa Syariah

XX



Gambar 1.1
Gambar 1.2
Gambar 2.1
Gambar 3.1
Gambar 4.1

DAFTAR GAMBAR

: Teori Triangular Relationship
: Teori Politik Hukum
: Diagram Kategorisasi Perda Syari’ah di Indonesia
: Regulasi Perda Syari’ah di Aceh
: Penyebaran eks GAM dalam Birokrasi Pemerintahan Aceh

XXi



Lampiran 1 :

Lampiran 2 :

Lampiran 3

Lampiran 4

Lampiran 5

Lampiran 6

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Penetapan Pembimbing.

Surat Keterangan Wawancara dengan Kepala Dinas Syariat
Islam Aceh.

. Surat Keterangan Wawancara dan Pengumpulan Data

Penelitian di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
(DPRA).

: Surat Keterangan Wawancara dan Pengumpulan Data

Penelitian di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
(DPRA).

: Surat Penyampaian Rekomendasi Penelitian dari Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

. Daftar Riwayat Hidup.

XXii



BAB |
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A. Latar Belakang

Indonesia sejatinya sedang menjalani masa transisi, peristiwa
reformasi mengakibatkan dua perubahan besar dalam sistem pemerintahan
baru di Indonesia. Pertama, berubahnya sistem pemerintahan negara dari
sentralisasi ke desentralisasi di mana Pemerintahan Daerah diberikan
peluang untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya -kecuali persoalan yang
oleh undang-undang telah ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat-.
Kedua, berubahnya paradigma birokrasi dari paradigma kekuasaan ke
peradigma pelayanan.

Besarnya wewenang pemerintah daerah sebagaimana poin pertama
diatas juga dapat dilihat di Aceh, yang diberikan otonomi seluas-luasnya,
otonomi ini sering disebut dengan special autonomy atau otonomi khusus.?
Penerapan otonomi seluas-luasnya dapat pula disebut sebagai kompensasi
atas abnormalitas kondisi sosial-politik di Aceh, penyebab utamanya adalah

konflik bersenjata dengan durasi cukup lama, dimulai sejak tahun 1976 dan

! Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: RM Book, 2007),
him. 40. Lihat juga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (5).

% Perdebatan mengenai penggunaan istilah antara self-government dan special
autonomy ini menjadi perdebatan yang sangat sengit, hal ini dikarenakan sebelumnya Aceh
juga sudah diberikan otonomi dan itu tidak memberikan dampak sama sekali. Sehingga ada
istilah baru untuk mengambil wewenang seluas-luasnya (kecuali merdeka) dan diberi nama
self-government. Presentasi Munawar Liza Zainal (Anggota Tim Negosiasi GAM dan
Mantan Walikota Sabang), tentang ‘“Refleksi dari Proses Perdamaian dan Pembangunan
Perdamaian di Aceh” dalam [International Seminar on “Comparative Peacebuilding in Asia:
National Transition from Ethnic Conflict and Authoritarianism”, Pusat Studi Perdamaian
dan Kemananan UGM, Yogyakarta 8 Desember 2017. Lebih lanjut mengenai pembahasan
self-government dapat dilihat dalam Darmasjah Djumala, Soft Power untuk Aceh: Resolusi
Konflik dan Politik Desentralisasi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), him. 226-
239.



berakhir pada tahun 2005.%® Salah-satu pemicu konflik tersebut adalah
pengaruh etnonasionalisme yang berkembang dalam kehidupan sosial
masyarakat di Aceh.* Setidaknya hampir tiga dekade pemerintah pusat
memikirkan bagaimana mengatasi gejolak etnisitas yang berwujud
perlawanan dengan mengangkat senjata di Aceh.

Menurut Otto Syamsuddin Ishak, kondisi sosial di Aceh pascakonflik
sangat dipengaruhi oleh 4 peristiwa besar secara berurutan -dengan tanpa
mengabaikan berbagai peristiwa penting lainnya- yang turut merubah situasi
di Aceh:®

a. Pertama, keberhasilan gerakan reformasi 1988 secara nasional, yang
mencerminkan keberdayaan sebuah gerakan sosial yang bisa
melampaui kedigdayaan sebuah rezim yang sudah bertahan hidup
hingga 3 dasawarsa. Fenomena ini merupakan awal kebangkitan
gerakan masyarakat sipil di Aceh, yang merefleksikan kebangkitan
gerakan sosial di daerah terhadap kebijakan politik rezim pusat.

b. Kedua, muncul tuntutan pencabutan status Aceh yang dikenal secara
publik sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) atau dalam sandi
militer sebagai Daerah Operasi Jaring Merah (OJM) yang juga digelar
di Timor-Timur dan Papua.

c. Ketiga, bencana alam gempa dan tsunami (2004) yang membangkitkan
solidaritas kemanusian dunia terhadap kondisi kemanusian di Aceh,
yang mencerminkan kesatuan aksi kolektif lintas bangsa dan keyakinan
untuk hal-hal yang bersifat kemanusiaan pada level lokal.

® Lihat Afadlal dkk., Runtuhnya Gampong di Aceh: Studi Masyarakat Desa yang
Bergejolak, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Pusat Penelitian Politik-LIPI, 2008), him. 4.

* Etnonasionalisme atau nasionalisme ke-Acehan merupakan sebuah ideologi yang
menyatakan dirinya sebagai bangsa yang berbeda dari bangsa Indonesia, yang berdasarkan
pada perbedaan etnis, yang utamanya pada bahasa, budaya, teritorial dan bahkan sejarah.
Lebih lanjut untuk mengetahui tentang etnonasionalisme dan kontestasinya dapat merujuk
pada karya Otto Syamsuddin Ishak, Aceh Pasca Konflik: Kontestasi 3 Varian Nasionalisme,
(Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013), him. 34-35. Mengenai kajian kontemporer
etnnoansionalisme lainnya dapat merujuk kepada karya; Jacques Bertrand, Nasionalisme
dan Konflik Etnis di Indonesia, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), him. 261-298.
Bandingkan dengan Fadli Zon, Gerakan Etnonasionalis, Bubarnya Imperium Uni Soviet,
(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), dalam Bungaran Antonius Simanjuntak (ed.),
Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia: Berapa Persen Lagi
Tanah Air Nusantara Milik Rakyat?, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), him.
160.

® Otto Syamsuddin Ishak, Aceh Pasca Konflik, him. 1.



d. Keempat, tercapainya kesepahaman bersama untuk menciptakan
perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Republik
Indonesia (RI) pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, yang telah dirintis
sejak awal pada tahun 2000, yang dikondisikan oleh sebuah pengakuan
dunia bahwa pembangunan (rehabilitasi dan rekonstruksi) hanya bisa
dilakukan pada situasi yang damai.

Jika ditelusuri lebih jauh terkait peristiwa pada urutan terakhir dalam
kategorisasi Otto di atas, maka akan ditemukan bahwa hasil dari MoU
Helsinki pada tahun 2005 tersebut bermuara pada pembentukan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).°
Undang-Undang ini merupakan basis kuat dari pembentukan Qanun-Qanun
di Aceh yang mengatur tentang Syariat Islam. Lahirnya UUPA memberikan
mandat langsung pembentukan Qanun yang berkaitan dengan pembagian
urusan Syariat Islam antara pemerintah Aceh dan Pemerintah
Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 13 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa
pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Syariat Islam antara
Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota diatur dengan Qanun
Aceh.’

Formalisasi hukum Islam di Aceh sudah berkembang sejak
pemberlakuan otonomi khusus tahun 2001, awalnya implementasinya tidak
berjalan lancar dan hanya sampai pada pelabelan simbol-simbol keagamaan.
Saat ini kondisi sudah berbanding terbalik, dengan munculnya Qanun

® Di Aceh, Undang-Undang Pemerintah Aceh lebih terkenal dengan sebutan
UUPA, walaupun jika dilihat secara luas dalam lingkup nasional kita akan mendapatkan
sebutan yang sama terhadap singkatan ini, kepanjangan lainnya terhadap singkatan UUPA
ini misalnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pokok Agraria.
Dalam tulisan ini penyebutan singkatan UUPA berarti Undang-Undang Pemerintah Aceh
kecuali ada keterangan lain yang menyebutnya berbeda.

" Lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat dalam Penjelasan atas Qanun Nomor 7
Tahun 2015 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Berkaitan dengan Syariat Islam
antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.



tentang peradilan syariat Islam,® hukum jinayat,” dan hukum acara jinayat,
Aceh sepertinya menjadi acuan dan dianggap sebagai blue print dalam
penerapan syariat Islam di Indonesia. Hingga hari ini, setidaknya telah
berlaku tiga belas Qanun dan satu Perda yang terkait dengan penerapan
Syariat Islam.*

Menariknya, isu penerapan Syariat Islam semakin mendapatkan
tempat dalam kehidupan sosial masyarakat di Aceh setelah dilaksanakan
MoU Helsinki pada tahun 2005.2 Amanat dari perjanjian tersebut
dijewantahkan dalam bentuk Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA)
sehingga menjadi basis dan tameng utama ganun-ganun Syariat Islam.
Namun jika merujuk kembali sejarah munculnya MoU Helsinki, tidak ada
indikasi sama sekali dari kedua kelompok untuk mengarah pada penerapan

& Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang
Peradilan Syariat Islam.

° Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

19 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

1 Beberapa Qanun Syariat Islam yang telah berlaku di Aceh antara lain adalah;
Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal, Qanun Aceh
Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan, Umat Beragama Dan
Pendirian Tempat Ibadah, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan Dan
Perlindungan Agidah, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Yang Berkaitan Dengan Syari’at Islam Antara Pemerintah Aceh Dan
Pemerintahan Kabupaten/Kota, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok
Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh
Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009
Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang
Lembaga Adat, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat
Dan Adat Istiadat,Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal, Qanun Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam
Bidang Agidah, Ibadah Dan Syiar Islam, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam, dan Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Dalam
bidang hukum lIslam, ada beberapa ganun yang sudah tidak berlaku karena diganti dengan
ganun baru yang mencakup serta merevisi aturan-aturan lama, ganun yang penulis maksud
adalah Qanun Nomor 12 Tahun 2002 tentang Khamar, Qanun Nomor 13 Tahun 2002
tentang Khalwat dan Qanun Nomor 14 Tahun 2002 tentang Maisir yang digantikan dengan
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

2 Muhammad Alkaf, dalam Friday Forum Discussion IAIN Langsa, “Aceh Paska
2005: Ruang Politik untuk Syariat Islam” Tanggal 02 Maret 2018 . Dapat diakses melalui
situs: https://www.youtube.com/watch?v=FVc3pked2hM &feature=youtu.be.



https://www.youtube.com/watch?v=FVc3pked2hM&feature=youtu.be

Syariat Islam di Aceh. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sendiri adalah pihak
yang terlibat dalam proses tersebut menjadikan basis etnonasionalisme
sebagai landasan pokok perjuangan, bukan mendirikan Islamic State atau
penerapan syariat Islam seperti yang berlaku saat ini.**

Selain meningkatnya legislasi hukum Islam pasca tahun 2005 yang
menarik untuk dikaji, keterkaitan kelompok etnonasionalisme dalam tren
positivisasi Hukum Islam di Aceh juga patut dipertanyakan. Studi tentang
keterkaitan hukum Islam dengan etnonasionalisme merupakan salah satu
wacana akademik yang masih agak redup, khususnya dalam perspektif kajian
hukum Islam. Dewasa ini, diskursus hukum Islam di Indonesia sedang
mendapat tren positif dari berbagai kalangan, maraknya positivisasi hukum
Islam menjadikan ia sebagai fenomena baru yang memunculkan kajian-
kajian baru pula. Namun, dalam perkembangan penerapan Hukum Islam di
Aceh, baik pada tahap perumusan sampai tahap pengesahan, pengkajian
mengenai maraknya pengorbitan hukum Islam serta hubungannya dengan
etnonasionalisme tergolong sedikit. Sorotan terhadap Hukum Islam lebih
kepada substansi dan penerapan yang dianggap melanggar hak asasi manusia
(HAM).* Namun pertanyaan yang mengarah kepada mengapa hukum Islam
di Aceh mendapat respons yang luar biasa positif dalam hal regulasinya
pasca MoU Helsinki tidak sering dimunculkan. Apalagi jika kaitannya
dengan etnonasionalisme, padahal syariat Islam di Aceh tidak menjadi target

utama oleh kedua pihak dalam perjanjian tersebut.

3 Mengenai penolakan Islamic State of Aceh oleh pihak GAM, lihat lebih lanjut
dalam Husaini M Hasan, Dari Rimba Aceh ke Stockholm: Catatan Husaini Hasan ketika
Bersama Tengku Hasan M di Tiro, (Jakarta: Batavia Publishing, 2015), him. 377-389.

Y Lihat Noviandi, Hak Asasi Manusia di Negeri Syariat: Tinjauan Etika Politik
terhadap Rancangan Qanun Jinayat di Aceh, Tesis, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN
Sunan Kalijaga, 2012. Lihat juga Sukron Kamil dkk., Syariat Islam dan HAM, Dampak
Perda Syariah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan, dan Non-Muslim, (Jakarta
CSRC UIN Jakarta dan KAS Jakarta, 2007).



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah:
1. Mengapa wacana positivisasi hukum Islam di Aceh pasca konflik
tetap bertahan?
2. Bagaimana Kketerlibatan kelompok etnonasionalis dalam wacana

positivisasi Hukum Islam di Aceh Pascakonflik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Terkait dengan rumusan masalah diatas, tesis ini akan mengurai
jawaban tentang beberapa faktor yang menyebabkan wacana positivisasi
hukum Islam di Aceh pascakonflik tetap bertahan, meskipun disaat yang
sama upaya memotori spirit etnonasionalis agar hadir diruang publik juga
sedang begitu marak. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi
bagaimana keterlibatan kelompok etnonasionalis dalam wacana positivisasi
hukum Islam di Aceh Pascakonflik, terutama di parlemen Provinsi Aceh.
Fokus pada ruang lingkupnya saja, penelitian ini ingin melacak negosiasi
yang terjadi akibat pengaruh etnonasionalisme dalam parlemen terkait
dengan positivisasi hukum Islam di Aceh.

Dari segi kegunaan, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi
untuk mengembangkan teori triangular relationship sebagai tawaran untuk
melihat eksistensi wacana positivisasi hukum Islam di berbagai tempat, serta
pengembangan teori politik hukum Islam yang sedang marak diperkenalkan
oleh para peneliti di Indonesia. Selain itu, studi ini diharapkan dapat menjadi
pedoman bagi pengambil kebijakan di Aceh baik pada jajaran pemerintah
eksekutif, legislatif maupun kalangan lainnya. Studi ini kiranya dapat
menjadi alat bantu dalam memahami suatu produk hukum, terutama produk
yang berhubungan dengan hukum Islam. Produk hukum akan keliru jika

hanya dilihat secara tekstual, penting sekali mempertimbangkan unsur-unsur



yang ada disekelilingnya, seperti aspek sosiologis, antropologis, teologis dan
politis dalam melahirkan suatu produk hukum. Berdasarkan hal tersebut,
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman
serta pengembangan pendekatan dalam menganalisis suatu produk hukum

dari hasil legislasi.

D. Kajian Pustaka

Penelitian Syariat Islam di Aceh dalam satu dekade terakhir lebih
menekankan pada pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelusuran, kajian
mutakhir dapat dipetakan kedalam beberapa topik. Topik perempuan dikaji
oleh Muhammad Ansor," David Kloos,'® dan Kristina GroRmann.!” Topik
disonansi dibahas oleh Husni Mubarak A. Latief,'® topik implementasi oleh

Alyasa’ Abu Bakar,' topik tentang ulama, politik dan Syariat Islam oleh

 Muhammad Ansor, “Politics of the Female Body, Piety and Resistance in
Langsa, Aceh”, Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies, Vol. 52, no. 1 (2014), lihat juga
Muhammad Ansor, Agensi Perempuan Kristen dalam Ruang Publik Islam Aceh, Disertasi
Doktoral Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

% David Kloos, “The Salience of Gender: Female Islamic Authority in Aceh,
Indonesia”, Asian Studies Review, Vol. 40, No. 4, 527-544, 2016.

Y Tulisan Kristina tentang Women’s Rights Activists and the Drafting Process of
the Islamic Criminal Law Code (Qanun Jinayat) mengungkapkan bagaimana advokasi hak-
hak perempuan oleh aktifis perempuan dalam diskursus Rancangan Qanun Jinayat Aceh.
Penemuan penting dalam kajian Kristina juga sekaligus fenomena yang jarang sekali
ditemui adalah munculnya partisipasi perempuan, yang bukan bagian dari aparatur negara
atau elit agama, dalam proses penyusunan hukum Islam. Melalui pendekatan empiris ini,
Kristina berusaha melengkapi studi hukum Islam di Aceh kontemporer dengan
menunjukkan bahwa pelaksanaannya syariat Islam tidak hanya dibentuk oleh aktor-aktor
negara tetapi juga oleh non-negara aktor, baik wanita maupun pria. Lihat R. Michael Feener,
dkk., (ed.), Islam and the Limits of the State: Reconfigurations of Practice, Community and
Authority in Contemporary Aceh, (Leiden Studies in Islam and Society, Volume: 3, 2016),
Chapter 4, him 88-117.

' Husni Mubarak A. Latief, “Disonansi Qanun Syariat Islam dalam Bingkai
Konstitusi Hukum Indonesia: Aceh sebagai Studi Kasus”, paper dalam konferensi: “Annual
Conference on Islamic Studies (AICIS) XII”, 5-8 November 2012, Surabaya-Indonesia.

9 Al Yasa’ Abubakar “Penerapan Syariat Islam di Aceh (Upaya Penyusunan Figh
Dalam Negara Bangsa)”, Edisi Kedua, Cet. 1, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh,
2013). Buku ini merupakan revisi atas buku sebelumnya yang terbit pada tahun 2008, dan
dalam fokus pembahasannya Al-Yasa menjelaskan bagaimana substansi kebijakan
implementasi Syariat Islam di Aceh. Buku ini fokus kepada materi Hukum Islam yakni



Moch. Nur Ichwan.®® Topik politik hukum Islam di Aceh dibahas oleh
Edward Aspinal,?* sedangkan untuk tingkat nasional di singgung oleh Abdul
Halim® dan Michael Buehler.”® Topik tentang Otonomi Daerah dan
kaitannya dengan Perkembangan Perda Syariah dibahas oleh Muntoha.?!

Topik tentang mekanisme peralihan kebijakan yang berkaitan dengan perda

Qanun Jinayat dan Acara Jinayat dan tidak menyentuh keterlibatan para pihak yang punya
kepentingan dalam Qanun tersebut.

% Moch Nur Ichwan, “Official Ulema and The Politics of Re-Islamization: The
Majelis Permusyawaratan Ulama, Shari’atization and Contested Authority in Post-New
Order Aceh”, Jurnal of Islamic Studies, 22: 2 (2011) pp. 183-214, Published Online 5 April
2011. Published by Oxford University Press on behalf of the Oxford Center for Islamic
Studies. Tulisan ini berbicara mengenai bagaimana kontestasi politik para ulama di Aceh
dan khususnya Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai lembaga resmi yang
mengontrol proses syariatisasi Islam di Aceh. Tulisan ini khususnya melihat peran para
ulama tersebut pada masa tatanan baru Aceh yakni setelah tahun 2004. Nur ichwan
menyorot aspek syariat Islam yang menjadi kontestasi dalam kancah perpolitikan di Aceh.
Baik itu sebagai istitusi seperti baitul mal, mahkamah syariah, wilayatul hisbah, dan dinas
syariat Islam. seluruh kontestasi tersebut dilihat keterkaitannya dengan kontestasi para
ulama-ulama di Aceh. Dari jalur atas, ia melihat ganun jinayah digerakkan oleh MPU
sebagai pihak yang terlibat dalam proses pertama, proses kedua barulah dilanjutkan oleh
parapolitisi di parlemen. Dalam hal inilah muncul gap antara penelitian tersebut, maka
penelitian ini ingin melihat bagaimana pengaruh para pihak yang melakukan proses tahap
kedua ini yang mana tahap ini sangat mempengaruhi regulasi tersebut, tahap ini berinteraksi
penuh dengan para politisi, dan sebagaimana dijelaskan oleh Moch Nur Ichwan bahwa pihak
etnonasionalisme (eks GAM) sebagai pihak yang masih perlu disorot dalam kancah
perpoltikan di Aceh, karena untuk jangka waktu 20 tahun kedepan mereka masih menguasai
arus perpolitikan di Aceh. Maka untuk itu penting penelitian lahir untuk mengisi
kekosongan tersebut. Tulisan lainnya yang berkenaan yakni; Moch Nur Ichwan, “The
Politics of Syari’atization: Central Governmental and Regional Discourses of Syari’a
Implementation in Aceh” dalam R M Feener and M E Cammack (ed.) Islamic Law in
Contemporary Indonesia: Ideas and Institutions, (Boston: Islamic Legal Studies Program,
Hardvard University Press, 2007), him 193-215. Untuk kajian paling kontemporer dapat
merujuk pada Moch Nur Ichwan, Ulama, Negara-Bangsa, dan Etnonasionalisme Religius:
Kasus Banda Aceh, dalam Ulama, Politik, dan Narasi Kebangsaaan: Fragmentasi Otoritas
Keagamaan di Kota-Kota Indonesia, (Yogyakarta: PusPiDep Press, 2019).

2l Edward Aspinal, “The Politics of Islamic Law in Aceh”, Boston, Assocation for
Asian Studies Annual Meeting, 2007.

2 Abdul Halim, Politik Hukum Islam Di Indonesia: Kajian Posisi Hukum Islam
dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi, (Jakarta: Badan Litbang
& Diklat Departemen Agama RI, 2008).

2 Michael Buehler, The Politics of Shari’a Law: Islamist Activists and the State in
Democratizing Indonesia, (Cambridge: Cambridge University Press, 2016).

% Muntoha, Otonomi Daerah dan Perkembangan “Peraturan Daerah Bernuansa
Syariah”, (Yogyakarta: Safiriana Insania Press, 2010).



syariah di Indonesia -termasuk Aceh- dibahas oleh Dani Muhtada.?® Topik
tentang syariat Islam dan rekayasa sosial di Aceh dibahas oleh Michael
Feener.? Terakhir, topik mengenai identitas disinggung oleh Al Makin?’ dan
Mohammad Hasan Ansori.?

Selain itu beberapa kajian lainnya yang relevan dan bersinggungan
dengan penelitian ini antara lain adalah; Pertama, disertasi Darmansjah
Djumala yang telah dibukukan dengan judul Soft Power untuk Aceh:
Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi.?® Terkait dengan pengaruh
etnonasionalisme dan Hukum Islam, kajian ini menyinggung agenda Syariat
Islam sebagai upaya soft power dalam penyelesaian konflik di Aceh. Namun
di sini Syariat Islam hanya dibahas dalam aspek identitas kultural yang
beriringan dengan pembahasan Wali Nanggroe dan berangkat dari perspektif
resolusi konflik sehingga menghasilkan kesimpulan yang berakar dan
berujung pada perspektif politik dan resolusi konflik.

Kedua, terkait varian nasionalisme, Otto Syamsuddin Ishak menulis
disertasi tentang Aceh Pasca Konflik: Kontestasi 3 Varian Nasionalisme,*
studi ini masih melihat hukum Islam sebagai perwujudan kontestasi politik di
Aceh. Secara umum disertasi ini membahas kontestasi antara Nasionalisme

Aceh, Nasionalisme Indonesia, dan Nasionalisme Islam dalam pembahasan

% Dani Muhtada, “The Mechanisms of Policy Diffusion: A Comparative Study of
Shari’a Regulations in Indonesia”, Disertasi, Dekalb, Illinois: Northern Ililnois University,
Department of Political Science, (2014).

% Michael Feener, Shari’a and Social Engineering: The Implementation of Islamic
Law in Contemporary Aceh, Indonesia, (UK: Oxford University Press, 2013).

2" Al Makin, “Identitas Keacehan dalam Isu-lsu Syariatisasi, Kristenisasi, Aliran
Sesat, dan Hegemoni Barat”, ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman, Volume 11, Nomor 1,
September 2016.

% Mohammad Hasan Ansori, “Linking Identity to Collective Action: Islam, History
and Ethnicity,” Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies, Vol. 19, No. 1,
2012.

# Darmansjah Djumala, Soft Power Untuk Aceh, Resolusi Konflik dan Politik
Desentralisasi, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2013).

% Otto Syamsuddin Ishak, Aceh Pasca Konflik: Kontestasi 3 Varian Nasionalisme,
(Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013).
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beberapa rancangan Qanun di DPRA vyakni Rancangan Qanun Jinayat,
Rancangan Qanun Wali Nanggroe, dan Penyusunan Tata Tertib. Penelitian
ini menggunakan pendekatan sosiologi politik, dengan kesimpulan yang
diambil berdasarkan perspektif weberian. Selain menyinggung kontestasi
yang terjadi antara tiga varian tersebut, hasil penelitian Otto menjelaskan
bahwa rumusan Rancangan ganun tersebut merupakan perwujudan
kontestasi politik dari beberapa kelompok kepentingan di Aceh. Setiap
kelompok memiliki afiliasi dan kepentingan politik tersendiri. Gerakan sosial
yang bervarian keislaman bertujuan untuk menegakkan syariat Islam secara
kaffah. Bagi gerakan politik, undang-undang dan ganun Jinayat adalah
modalitas politik untuk melakukan syariatisasi kehidupan bernegara.
Sedangkan bagi gerakan transnasional kontestasi ini merupakan bagian untuk
membangun ummah (yang merujuk pada pandangan Al-Banna).

Ketiga, tesis Arfiansyah dengan judul The Politicization of Shari ah:
Behind the Implementation of Shariah in Aceh-Indonesia.®* Penelitian ini
menarik kesimpulan yang hampir sama dengan kesimpulan Darmasjah
Djumala di atas, tesis ini memberikan penjelasan alternatif untuk
pengembangan syariat Islam sebagai penyelesaian konflik di Aceh. Selain
itu, penelitian ini menjelaskan tentang penerapan syariat Islam dalam politik
modern di Aceh, penelitian ini menganalisis alasan mengapa pemerintah
Indonesia bersedia memberikan syariat Islam di Aceh. Arfiansyah
menekankan bahwa syariah adalah bagian dari konsesi yang lebih luas atas
pemberian otonomi daerah untuk mengakhiri konflik selama tiga dekade di
wilayah ini. Selain itu, ia juga menganalisis sumber konflik yang
menyebabkan munculnya dua pemberontakan yang berbeda di Aceh (yang

pertama adalah gerakan keagamaan dan yang kedua adalah pemberontakan

1 Arfiansyah, “The Politicization of Shari’ah: Behind the Implementation of
Shariah in Aceh-Indonesia”, Tesis, Montreal: Mc Gill University, Institute of Islamic
Studies, (2009).
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etno-nasionalis sekuler). Studi ini juga melihat betapa pentingnya
pengembangan syariah di daerah yang dimulai dengan pemberian awal pada
tahun 1999 sampai pelaksanaannya secara komprehensif. Analisis ini
berfokus pada dua elemen fundamental, Qanun dan pengadilan syariah di
Aceh. Namun yang terpenting dalam penelitian ini adalah bagaimana syariat
Islam digunakan secara politis oleh nasionalis Indonesia dan GAM,
walaupun kedua belah pihak memiliki ideologis yang didominasi sekuler.
Beberapa kajian terdahulu yang telah dirunut diatas tentu masih dapat
diperpanjang lagi, bahkan belum tercantum tulisan berbentuk penelitian-
penelitian yang secara umum membahas syariat Islam di Aceh. Studi
literatur diatas agaknya beberapa tulisan yang paling relevan dengan
penelitian tesis ini. Dengan mencermati kajian-kajian terdahulu maka
penelitian ini mencoba mengisi ruang yang belum mendapat tempat dalam
penelitian sebelumnya, yakni pada poin eksistensi wacana positivisasi
hukum Islam di Aceh pasca konflik serta persinggungannya dengan
kelompok etnonasionalis. Penelitian ini penting dilakukan guna mengamati
dan memberi dimensi lain atas kentalnya wacana positivisasi Hukum Islam
di Aceh Pasca konflik. Mengenai pengaruh etnonasionalisme dalam regulasi
hukum Islam, dengan maksud tidak mengulang kembali penelitian yang
sudah dilakukan, penelitian ini mengambil masa dan durasi yang paling

mutakhir.

E. Kerangka Teoritik

Untuk memahami akar permasalahan dalam penelitian ini, beberapa
teori akan digunakan dalam upaya mendeskripsikan, menganalisis, serta
menjelaskan objek utama penelitian. Secara fungsional, teori yang cukup
relevan dalam memahami kajian ini terdiri atas teori model segitiga
(triangular model) yang disarankan Leon Buskens dan teori politik hukum

yang populer oleh Mahfud MD.
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1. Model Segitiga (Triangular Model)

Ketika menyoroti hukum Islam dan kaitannya dengan negara bangsa,
penting untuk diperhatikan unsur pembaruan dalam hukum Islam yang tidak
terlepas dari sumbangan adat-istiadat dan negara, upaya positivisasi hukum
Islam secara substansi sangat ditentukan oleh dua domain tersebut. Hal ini
sebagaimana ditekankan oleh para sarjana dalam menilai dinamika hukum
Islam di Indonesia,*” termasuk untuk melihat bagaimana positivisasi hukum
Islam di Aceh meningkat, berkembang dan bertahan.

Leon Buskens memetakan relasi yang serupa antara tiga aspek yang
ada, diantaranya adalah syari’ah, hukum negara, dan adat setempat. Relasi
ini oleh Buskens diberi istilah “triangular model” atau model segitiga.
Tujuan membangun model ini adalah untuk mengeksplor serta mempertegas
bahwa ada dua hal penting lainnya yang tidak boleh diabaikan dalam
memahami keberagaman norma yang membentuk perilaku umat Islam.
Dengan menyebut syari’ah sebagai norma utama, Buskens menunjukkan
hukum negara dan adat-istiadat juga merupakan bagian penting dari
eksistensi penerapan hukum Islam. Fokus penekanan Buskens terletak pada
pentingnya melihat hubungan antara satu domain dengan domain lainnya,
dengan tidak bermaksud memisahkan ketiga hal tersebut sehingga salah
satunya terisolasi.*®* Meskipun upaya menyorot hubungan antara syariah,
hukum negara dan adat setempat ini adalah studi tentang imigran Muslim di
negara-negara barat, tetapi metode dan pendekatannya sangat besar

kemungkinannya berguna dalam studi kasus Indonesia.*

% Lihat MB. Hooker “The State and Syariah in Indonesia 1945-1995”, dalam
Timothy Lindsey (ed.), Indonesia, Law and Society (Melbourne: the Federation Press,
1998), him. 107-108.

¥ Leon Buskens, “An Islamic Triangle Changing Relationship between Shari’a,
State Law, and Local Custom”, ISIM Newsletter 5 (2000), him. 8.

¥ Menurut Lina Kushidayati, Indonesia memiliki corak yang berbeda, idiom
hukum negara menurutnya jauh lebih dominan. Seseorang dapat dengan mudah mengenali
"idiom hukum negara" dalam bentuk hukum Islam di Indonesia, seperti Hukum Perkawinan
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Gambar 1.1
Teori Triangular Relationship
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Euis Nurlaclawati menggunakan “triangular model” Busken dalam
melihat bagaimana unsur-unsur pembaruan dalam hukum Islam terjadi.*®
Fokus utamanya yakni pada Kompilasi Hukum Islam (KHI),*® ia
menguraikan bahwa adat dan negara memberi warna dan sumbangan yang
sangat besar dalam menentukan bentuk KHI. Secara lebih dalam, KHI
terdeteksi merujuk pada doktrin-doktrin Islam Kklasik, -khususnya doktrin
yang disadur dari kitab fikih Syafi’i-, ternyata memperkenalkan sejumlah
pembaruan. Aspek pembaruan yang termasuk didalamnya mencakup adat-
istiadat setempat, kepentingan negara dan kecenderungan baru yang menjadi
wacana Islam Indonesia. Atas dasar ini, kesimpulannya bahwa KHI telah
dilakukan upaya pengakomodasian tiga domain oleh para perumus, yakni
hukum Islam Klasik, kepentingan negara dan tradisi setempat atau adat. Euis

meyakini bahwa para pembuat dan perumus KHI sadar akan keragaman

atau Hukum Zakat. Lihat dalam Lina Kushidayati, The Development of Islamic Law in
Indonesia, QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies), Volume 1, Numor 2,
Juli-Desember 2013, him. 169.

% Euis Nurlaelawati, “Hukum Keluarga Islam ala Negara: Penafsiran dan Debat
atas Dasar Hukum Kompilasi Hukum Islam di Kalangan Otoritas Agama dan Ahli Hukum”,
Asy-Syir’ah: Jurnal llmu Syariah dan Hukum, Vol. 50. No. 1. Juni 2016, him. 203.

% Selanjutnya hanya disebut KHI.
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norma hukum yang sama sekali tidak dapat diabaikan. Akomodasi atas adat
selanjutnya memberikan negara tempat, yang juga memperhatikan masalah-
masalah kontemporer seperti gender, upaya ini menunjukkan elemen yang
terlihat terpisah sejatinya dapat diintegrasikan ke dalam praktik hukum Islam
dan tidak berdiri secara parsial.

Memperjelas gagasan Buskens diatas, John R. Bowen juga
mengungkapkan hal yang serupa, dia menekankan percampuran norma
dalam penerapan hukum Islam di Indonesia. Bertolak pada kasus umat Islam
di Prancis dan perbandingannya dengan Indonesia, dia menunjukkan bahwa
adat telah banyak membentuk aturan-aturan yang menata kehidupan umat
Islam.*” Terkait dengan hukum adat, Ratno Lukito juga menjelaskan
beberapa aturan yang menurutnya kental dengan pemeliharaan praktek lokal
atau harmonisasi hukum Islam dengan praktek-praktek lokal di Indonesia.*®
Dalam penelitian ini, cara pandang yang demikian akan digunakan untuk
melacak dan mengungkapkan eksistensi wacana positivisasi hukum Islam
dengan membaca relasi antara ketiga hal tersebut, sehingga dapat terlihat
faktor yang menjadi pengaruh utama dalam pembaharuan dan perkembangan

hukum Islam di Aceh.

2. Politik Hukum
Berkenaan dengan faktor eksternal yang mempengaruhi regulasi
hukum, kajian ini menggunakan perpektif politik hukum untuk menyorot
seberapa jauh hukum Islam dipengaruhi oleh faktor etnonasionalisme yang
berkembang di Aceh. Sebagaimana disebutkan oleh Mahfud MD dalam

%" Spesifiknya, Bowen mengkaji mengenai isu-isu yang berkenaan dengan aspek
keluarga Islam di Prancis dan Indonesia, lebih lanjut lihat John R. Bowen, “Shari’a, State,
and Social Norms in France and Indonesia”, ISIM Papers (Leiden: ISIM, 2001), him. 1-24.

% Lihat Ratno Lukito, Pergumulan antara Hukum Islam dan Hukum Adat di
Indonesia, (Jakarta: INIS, 1998). Untuk melihat tolak tarik wacana dalam agenda legislasi
khususnya terkait dengan hukum Islam di Indonesia yang mempunyai ciri khas pluralisme
hukum, lihat juga Ratno Lukito, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik
dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008).
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kesimpulannya bahwa “hukum merupakan produk politik, sehingga karakter

dari produk hukum akan sangat ditentukan oleh konfigurasi politik yang

melahirkannya”.39

Gambar 1.2
Teori Politik Hukum
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Politik Hukum
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Dalam hal ini, pernyataan tentang hukum harus dibatasi dalam hal
regulasi atau undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, sehingga
pemahaman hukum merupakan produk politik tidak bisa dibantah, karena ia
merupakan negosiasi politik yang terjadi dalam parlemen. Dengan
menggunakan teori yang cukup relevan untuk memahami objek kajian ini,
kerangka teori yang digunakan sebagai pisau bedah diharapkan dapat
memberikan  akurasi dalam  mengungkapkan, ~menemukan, serta

menyimpulkan hasil penelitian yang ada.

F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif®® ini menggunakan pendekatan sosio-legal-
historis. Pendekatan sosiologi, dalam hal ini sosiologi hukum digunakan

¥ Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Ed. Revisi, Cet. 6, (Jakarta:
Rajawali Press, 2014), him. 4-5.

“ Metode kualitatif menurut Bogdan dan Taylor merupakan suatu “prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
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untuk mengamati pola-pola interaksi antara kekuatan-kekuatan politik dan
respon politik terhadap hukum masyarakat,** baik yang mengilhami
pembaruan hukum Islam dan legislasi hukum Islam, maupun menyangkut
kesesuaian kesadaran (yang mengejewantahkan pada perilaku) masyarakat
muslim dengan produk legislasi hukum Islam dalam dinamika perpolitikan
di Indonesia.** Pendekatan legal atau yuridis dilakukan dengan
mempertimbangkan elemen-elemen tertentu dari hukum Islam yang telah
dituangkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku
dalam sistem hukum nasional. Sedangkan pendekatan historis, dalam hal ini
sejarah sosial,** digunakan dengan pertimbangan bahwa analisa sejarah akan
dapat melihat secara objektif, tajam dan bening tentang politik hukum Islam
dan sosio-political motives-nya dalam perpolitikan di Indonesia.**

2. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data
sebagai berikut. Pertama, penelitian kepustakaan (library research). Data

yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, yaitu

orang dan berprilaku yang dapat diamati”. Menurut merecka, pendekatan ini diarahkan
kepada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Dalam penelitian kualitatif
penggunaan data dan analisis deskriptif dipilih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan
“mengapa, alasan apa dan bagaimana terjadinya” dari suatu fenomena sosial dalam
kehidupan masyarakat. Lihat Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi,
Cet. 27. (Bandung: Rosdakarya, 2010), him. 4, lihat juga Basrowi dan Suwandi, Memahami
Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2008), him. 21. Berkaitan dengan
prosedur penelitian kualitatif lihat John W. Creswell, Research Design: Pendekatan
Kualitath;,l Kuantitatif, dan Mixed, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), him. 258-290.
Ibid.

2 Ibid.

*® Pendekatan socio-history atau sejarah sosial juga banyak dikembangkan terhadap
penelitian hukum Islam. Awalnya, pada perjalanan hukum Islam dari satu era ke era
berikutnya hukum Islam cenderung dikaji secara statis, semakin kesini sepertinya hukum
Islam dalam perumusannya menjadi produk yang selalu berubah sesuai interaksinya dengan
pemikiran manusia, kecuali dalam beberapa hal yang memang tidak dapat dirubah karena
sesuai dengan pernyataan-pernyataan Al Quran dan Hadis yang bersifat final. Lihat
Muhammad Atho Mudzhar, Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical
Approach, (Jakarta: Religious Research and Development, and Training, 2003), him. 104.

“ Abdul Halim, Politik Hukum Islam Di Indonesia, him. 57.
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risalah legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk Qanun
Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Untuk bahan hukum
sekunder terdapat Qanun-Qanun yang berkaitan dengan hukum Islam
diantaranya Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan
Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Selain itu
digunakan juga bahan-bahan pustaka lainnya sebagai penguat dan validasi
data, beberapa hal yang sangat membantu penelitian ini diantaranya buku,
koran, artikel, jurnal, ensiklopedi, dan kamus sebagai bahan hukum tersier.*®

Kedua, wawancara mendalam (indepth interview). Penggunaan
teknik ini guna melengkapi dan memperkuat studi dokumentasi perundang-
undangan yang telah dikumpulkan melalui metode kepustakaan, dengan kata
lain sebagai alat pengumpul data sekunder terhadap data primer diatas.
Penentuan informan dalam metode indepth interview ini berdasarkan pada
tiga klasifikasi informan: yakni pertama, mewakili partai politik, disini
karena berkaitan dengan isu etnonasionalisme maka perwakilan informan
dari partai Aceh -sebagai partai lokal- akan masuk sebagai informan yang
akan diwawancara. Kedua, mewakili pemerintah dan praktisi, ketiga
mewakili pengamat hukum Islam dan para akademisi. Informan yang
diwawancarai diantaranya adalah Munawar Liza Zainal,* Abdullah Saleh,*’
EMK. Elidar,*® Muzakir,*® dan Kamaruzzaman Bustamam Ahmad.>

** Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 2010), him.
52.

*® Munawar Liza Zainal merupakan Juru Runding GAM ketika MOU Helsinki dan
mantan Walikota Sabang.

" Abdullah Saleh merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mewakili
Partai Aceh.

“8 EMK. Elidar merupakan Kepala Dinas Syarit Islam Provinsi Aceh.

** Muzakir merupakan Kepala Biro Hukum Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh.

% Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad merupakan akademisi dan pemerhati isu
Syariat Islam di Aceh.
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3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
contents-analysis, artinya menggambarkan sesuatu yang menjadi objek
penelitian secara kritis melalui analisis isi yang bersifat kualitatif. Dalam
analisis ini, data yang dinarasikan tidak hanya dipahami sebagai studi
bahasa, tapi juga dihubungkan dengan konteks. Konteks yang dimaksud
disini dapat berupa gejala-gejala yang ada termasuk didalamnya kepentingan
politik yang diperjuangkan sebagian pihak.> Dengan analisis semacam ini,
diharapkan nantinya penulis dapat memilah dan memilih data dari berbagai
bahan pustaka yang ada dan searah dengan objek kajian yang dimaksud dan
dapat menghasilkan analisis yang objektif dan sistematis dalam mengkaji
pengaruh etnonasionalisme dalam regulasi hukum Islam di Aceh pasca
konflik.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam studi ini dibagi menjadi lima bagian bab yang
terdiri dari beberapa bagian sub bahasan dengan runtutan pembahasan
sebagai berikut: Bab pertama sebagai pendahuluan memuat latar belakang
masalah, diikuti dengan rumusan masalah, selanjutnya juga dibahas tujuan
dan kegunaan penelitian, kajian pustaka yang terdiri dari penelitian
sebelumnya yang relevan, dan kerangka teori yang memuat konsep dasar
dalam penelitian ini. Sebagai kerangka kerja dalam penelitian ini, dijelaskan
pada sub bahasan metodelogi penelitian yang meliputi; jenis penelitian,
pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data
serta yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas trayek sejarah positivisasi hukum Islam di

Indonesia. Dimulai dengan pembahasan Islam awal dan penerapan hukum

% |ihat Abdul Halim, Politik Hukum Islam Di Indonesia, him. 61.
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Islam di Nusantara, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai
hukum Islam pada saat kolonialisme oleh Belanda maupun oleh Jepang
berlangsung. Selanjutnya dibahas juga diskusi sengit mengenai syariat Islam
dan konstitusi menjelang Indonesia merdeka, juga bagaimana Piagam Jakarta
menjadi perkara serius dan perdebatan panjang antara kaum nasionalis dan
Islamis, sampai sekarang. Lalu disusul dengan pembahasan hukum Islam
pada masa Orde lama dan Orde Baru. Subbab terakhir dalam bab ini ditutup
dengan pembahasan reformasi, demokrasi dan maraknya perda syari’ah di
beberapa daerah.

Bab ketiga membahas bagaimana wacana positivisasi hukum Islam
bertahan pascakonflik di Aceh. Pada bagian ini akan dipaparkan bagaimana
tiga aspek yakni syariat Islam di Aceh (sharia), hukum negara (state law),
dan adat setempat (local custom) mempengaruhi wacana legislasi hukum
Islam di Aceh. Sub-bab syariat Islam sebagai domain pertama akan
mengupas hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan syariat Islam di
Aceh pascakonflik, diantaranya sejarah positivisasi hukum Islam di Aceh
sebagai legitimasi historis, dan syariat Islam di Aceh sebagai sebuah
kontestasi identitas dan sarana transformasi sosial. Untuk domain kedua yang
berkenaan dengan hukum negara, akan dimulai dengan determinasi otonomi
khusus sebagai legitimasi yuridis dan Islamisasi birokrasi sebagai
implikasinya di Pemerintah Daerah Aceh. Domain adat setempat sebagai
bahasan terakhir dalam bab ini membicarakan aspek legitimasi kultural,
yakni bagaimana budaya dan kehidupan sosial masyarakat Aceh serta posisi
adat dalam hukum Islam di Aceh yang selalu menjadi sorotan.

Bab empat membahas tentang positivisasi hukum Islam dan
persinggungannya dengan etnonasionalisme di Aceh pascakonflik. Diawali
dengan pelacakan terhadap diskursus etnonasionalisme yang menjadi isu

global, selanjutnya mengerucut pada akar etnonasionalisme Aceh, juga
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refleks pada masa transisi atas fenomena etnonasionalisme mutakhir di Aceh.
Pembahasan selanjutnya bergeser pada isu positivisasi hukum Islam dan
tanggapan kelompok etnonasionalis, juga disinggung bagaimana politik
hukum Islam di Aceh pascakonflik dengan melihat respon partai lokal,
terakhir ditutup dengan pembahasan reaksi yang muncul dari berbagai varian
dalam lembaga legislatif Aceh atas positivisasi hukum jinayat di parlemen.
Bab lima merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari
pembahasan yang telah diuraikan mengenai menguatnya wacana syariat
Islam di Aceh serta persinggungan etnosionalisme dengan positivisasi

hukum Islam di Aceh pascakonflik.



BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini mengungkapkan
dua kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang diajukan.

1. Penelitian ini mengungkapkan bahwa wacana positivisasi hukum
Islam di Aceh pascakonflik bertahan karena kuatnya artikulasi antara
tiga domain utama, yakni syariah, hukum negara, serta adat istiadat.
Hubungan antara tiga domain tersebut menegaskan bahwa eksistensi
syariat Islam di Aceh tidak terjadi secara monoton. Dalam
perkembangannya, pengaruh utama yang menyebabkan syariat Islam
di Aceh tetap eksis dan menjadi begitu kuat disebabkan oleh faktor
politik yang memberikan kekhususan kepada Provinsi Aceh, -selain
juga karena latar sejarah yang panjang terkait syariat Islam-. Faktor
politik tersebut kemudian terwujud menjadi aspek yuridis yakni
Undang-Undang Pemerintah Aceh yang mengatur serta sebagai dasar
dalam proses legislasi dan penerapan syariat Islam. Kajian ini
menunjukkan bahwa keberagaman faktor yang memperkuat wacana
positivisasi hukum Islam di Aceh pascakonflik memiliki signifikansi
antara domain juga sejatinya memperkuat eksistensi hukum Islam di
Aceh. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa syariat Islam tidak
lahir dari proses legislasi saja sebagai sebuah given, namun lebih
bersifat perjuangan yang selalu berkait kelindan dengan situasi politik
lokal vis a vis politik nasional.

2. Keterlibatan kelompok etnonasionalis dalam wacana positivisasi
hukum Islam di Aceh pascakonflik dapat dilacak dari transformasi
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ke dalam birokrasi pemerintahan

baik dalam domain eksekutif maupun legislatif. Transformasi ini

101
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berimplikasi pada banyak hal, pada wilayah legislatif misalnya terjadi

upaya negosiasi melalui corak yuridis dengan memanfaatkan

kekhususan Aceh yang melekat pada Undang-Undang Pemerintah

Aceh, yang salah satu poin utamanya memuat materi penegakan

syariat Islam.
B. Saran

Hasil yang muncul dari penelitian ini bukan akhir dari pembahasan,
justru membuka kemungkinan pembahasan yang lebih luas dari berbagai
aspek syariat Islam di Aceh. Mendeskripsikan formalisasi syariat Islam di
Aceh diikuti perkembangannya yang sangat kompleks dan rumit bukanlah
perkara mudah, penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam
mengeksplorasi secara mendalam mengenai persoalan syariat Islam dan
pengaruh aspek politik -terutama kelompok etnonasionalisme- secara
holistik. Para peneliti selanjutnya dapat memperhatikan beberapa aspek yang
belum tersentuh, diantaranya adalah bagaimana konsep utama grand design
syariat Islam yang digadang-gadang oleh Dins Syriat Islam Aceh. Apakah
grand design tersebut akan menjawab persoalan keterpurukan sosial yang
sedang dialami Aceh, korupsi dan kemiskinan misalnya. Oleh karena itu
peneliti selanjutnya dapat melakukan kajian yang lebih mendalam agar
penyempurnaan keterbatasan tesis ini tercapai.
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